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Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan

ketentraman masyarakat terhadap Penyakit Hewan Menular
Strategis dan peredaran Pangan Asal Hewan, maka perlu
dilakukan pengambilan,' pemeriksaan dan pengujian sample
untuk diagnosa penyakit ternak dan Pengujian terhadap

sampel daging, susu dan telur, Uji Organoleptik warna, bau

dan rasa,Uji Kimiawi, cemaran mikr'9ba terhadap Pangan
"Asal hewan, secara cep~t dan akurat;

b. bahwa Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner merupakan faktor penentu dalam
1 '

Pengujian dan Diagno~ Penyakit Hewan untuk Pencegahan
. I
I ,

dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan

menjamin Pangan Asal tiewan yang dikonsumsi masyarakat
adalah memenuhi standar Aman, 5ehat, Utuh dan Halal;

; j

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hwuf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pemanfaatan Laboratorium Kesehatan
Hewan ~an Ke~hatani Masyarakat Veteriner pada Dinas

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo;
I •

: 1. Undang-Undang Nomo~ 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor

99, Tam~ahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3656);
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumenl(Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
I

Nomor 4125);
3. Undang-Undang Nomor ~8 Tahun 2000 tentang Pembentukan

I ,

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara

Republik Irdonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
;

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir
dengan l;Indang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

i I
Perubahali Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang ~emerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia; Tahun 2008; Nomor 59, Tambahan Lembaran

,
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Urdang Nomor :18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah: Nomor 15 "fahun 1977 tentang
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik

i

Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label

dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia,'Nomor 4020);l
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10. Peraturan I Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standarisas( Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
, I
. I

Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara
. I

Republik Indonesia NomQr 4020);

11. Peraturan' Pemerintah ;Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Keamana~, Mutu dan Gi~iPangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004. Nomor 107, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

12. Peraturan. Pemerintah i Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerinta,han Daerah ~rovinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Ta~bahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);.

13. Peraturani Pemerintah : Nomor 95 Tahun 2012 tentang

Kesehatan Masyarakat yeteriner dan Kesejahteraan Hewan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

214, Tambahan Lembar?ln Negara Republik Indonesia Nomor
I I

5356); .

I 14. Peraturan! Menteri Perta'1ian Nomor 381/Kpts/O.T.140/10/2005

tentang Pediman Sertifikasi Kontrol Veteriner;

I 15. Peraturan~Menteri Pertanian Nomor 44 / Permentan / PD.660 /

5/2007 tentang Pedoman Laboratorium Veteriner Yang Baik

(Good Veterinary Laboratory Practies; ,

16. Peraturan Menteri Pertal')ian Nomor 45/ Permentan / PD.660 /
I I

5/2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan

Masyarakpt Veteriner; i
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 / Permentan / OT.140 /

9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

(Puskeswan);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/ Permentan / OT.140 /

2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian

Keamanan dan Mutu Produk Hewan;

19. Peraturan Menteri Perta~ian Nomor 15/ Permentan / OT.140 /
2/2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu

dan Cemaran Mikroba pada Produk Hewan;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005

tentang Pedoman Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit

Usaha Pangan Asal Hewan;
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN:RAKYAT DAERAHPROVINSIGORONTALO

dan
GUBERNURPROVINSIGORONTALO

MEMUTUSKAN,

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN LABORATORIUM
KESEHATANHEWAN DAN KESEHATANMASYARAKATVETERINERPADA

, !

DINAS PERKEBUNANDAN PETERNAKANPROVINSIGORONTALO.

BABI I

KETENTUANUMUM
Pasal1 I

! ' I

I II

, ' !

•• I

I

I I

~ i I

j I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilah Rakyat Dae~ah menurut asas otonomi dan Tugas

Pembantuan d~ngan prinsip ot9nomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar

I' ~ I
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pertlerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD

adalah lemb~ga perwakilan i rakyat daetah sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

I ,

, I I

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

7. Dinas adalah Dinas Perkebunanidan Peternakan Provinsi Gorontalo.
! '

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunandan Peternakan Provinsi Gorontalo.
9. Tenaga Medik Veteriner adal~h Dokter He~an yang bertanggung jawab secara

profesional dalam pelayanan kesehatan hewan.
, I ;

10. Tenaga Paramedik Veteriner adalah paramedik yang bertugas membantu pelaksanaan

tugas medik veteriner dibawah pengawasani serta tanggung jawab kepada Dokter

Hewan.
11. Laboratorium ,Kesehatan Hewan adalah I<egiatan yang meliputi pengambilan,

pemeriksaan, pengujian, diagnosa, progno~ dan pengobatan/terapi, pencegahan,
, I

vaksinasi.
12. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah kegiatan yang meliputi

pemeriksaan dan pengujian organoleptik, kimiawi sederhana, cemaran mikroba,
residu, resistencia, antimikroba, dan organisme hasil rekayasa genetik.
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13. Penataan Laboratorium Keseliatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

adalah penentuan tingkat wilayah kerja dal1; kewenangan prosedur pemeriksaan

spesimen sert~ persyaratan laboratorium. I
14. Spesimen adalah contoh bah~n pemeriksaa~ penyakit yang berasal dari seekor

hewan dan bahan-bahan yang idicurigai. I

15. Ternak adala~ hewan selain isatwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai

penghasil pangan, bahan ba~u industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya
: , !

yang terkait dengan . pertanian.

16. Hewan adalah semua binatang atau satwa y~mg seluruh atau sebagian dari siklus

hidupnya berada didarat danjatau di udara, baik yang dipelihara maupun yang ada

dihabitat.

17. Kesehatan hewan adalah status fisik dan mental dari hewan berdasarkan

pemeriksaaan, dinyatakan sehat yaitu tidak mengidap penyakit dan tidak tertular

penyakit dalam tubuhnya, tidak membawa penyakit yang dapat menular kepada

hewan lain dan kepada manusia (zoonosis) serta dapat berproduksl secara optimal

sebagai penghasil bahan pangan asal hewan hlaupun produk asal hewan.

18. Kesehatan Mcisyarakat Veteriner adalah segCila urusan yang berhubungan dengan

hewan, produk hewan baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi

kesehatan manusia dan urusaQ penyakit-penyakit hewan.

19. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan

yang berhubungan Pangan Asal Hewan (PAH) yang secara langsung atau tidak

langsung mempengaruhi kesehatan Manusia.

20. Pangan Asal Hewan adalah pangan yang berasal dari hewan berupa daging, susu

dan telur ..

21. Higiene adalah segala upaya yang berhubungan dengan masalah kesehatan, serta

berbagai usaha untuk mempertahankan danjatau memperbaiki kesehatan.

22. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan

fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu

diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan orang atau

badan hukum yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan Manusia.

23. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan

oleh cacat genetik, proses degeheratif, gangguan metabolisme, trauma,
, .

keracunan, infeksi mikroorganisme patogen, seperti virus, bakteri, cendawan,

ricketsia, infeksi parasit danjatau penyebab lainnya.

24. Penyakit hewan menular adalah penyakit h!=wan membahayakan, karena secara

cepat dapat menjalar dari hewan ke hewani atau pada manusia yang disebabkan

oleh virus, bakteri, parasit, protozoa dan cacihg.
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25.

I

: I ; I 26.

, I ' '
I

! \ i 27.
,

I I

28.
I

I ,
I 29.

Pencegahan p;enyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya,
III

berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan menular.

Pemberantasar Penyakit heWan adalah sernua tindakan untuk menghilangkan

timbulnya, ber+jangkitnyadan menjalarnya peJllyakithewan menular.
, ' I

Penyidikan pehyakit adalah r~ngkaian kegiatan untuk melacak segala aspek dari

penyakit, mul;ai dari latar b~lakang terjadi~ya penyakit tersebut, mendiagnosa

sampai penentuan metode penanggulangannya.
i , I

Pengobatan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk melakukan

penyembuhan,penyakit hewan:yang menular ,maupunyang tidak menular.

Vektor adalah:hewan yang dapat bertindak sebagai induk semang perantara atau

pemindahan suatu penyakit hewan menular s~cara langsung.

30. Diagnosa adalah penentuan suatu penyakit oleh dokter hewan dengan cara

; : pemeriksaan Rlinisatau pemerlksaaan laboratorium.

31. Zoonosis adalah penyakit yang dapat berj~ngkit dari hewan ke manusia atau
~ I ,

sebaliknya.
'I ' 32. Desinfeksi adalah usaha yang dilakukan un~uk melenyapkan atau membebaskan

jasad renik secara fisik atau kimia.
33. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan

dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain

unggas untuk konsumsi masyarakat luas.
34. Rumah Pemotongan Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan

dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas untuk

konsumsi masyarakat luas.
35. Usaha Pemotongan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan

danjatau Badan Usaha yang melaksanakan pemotongan hewan dan unggas di

rumah pemotongan hewan dan unggas milik sendiri atau milik pihak ketiga atau

menjual jasa pemotongan.
36. Daging adalah bagian-bagian hewan yang. disembelih atau dibunuh dan lazim

dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada
pendinginan. I '

Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksapn kesehatan hewan potong sebelum

disembelih.
Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriKsaan daging dan bagian-bagiannya

setelah selesai penyelesaian penyembelihan.•
,

Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah

telah dipenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan

keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
i I t
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BAB II
RUANG LINGKUP

i

Pasal2 I
i

Ruang Iingkup pera~uran daerah ini ladalah peman~aatan laboratoriumkesehatan hewan
; ; t

dan kesehatan masyarakat veterin~r pada dinas perkebunan dan peternakan provinsi
I
. Ii'

, I

gorontalo i !

BABIII
KLASIFlKASI, TUGAS DAN FlJNGSI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

.! DAN KESEHAtAN MASYARAKATVETERINER

: Bagian Kesat4
, Klasifikasi

Pasal 3

(1) Laboratorium :Xesehatan Hew~n di Provinsi piklasifikasikan sebagai Laboratorium
I I

type B.
(2) Laboratorium ;kesehatan masyarakat veterine~ diklasifikasikan sebagai laboratorium

Type sederhara.
.I

I I Bagian Kedu~
Tugas dan Fungsi Laboratorium' Kesehatan Hewan

I Pasal4
(1) Laboratorium.Kesehatan Hewan mempunyai tugas sebagai berikut :

'i i ! ;
a. Pemeriksaan Patologi. .'.:
b. Pemeriksaan BakteriOlogi.1,

c. Pemeriksaan Parasitologi ..
d. Pemeriksaan Serologi.
e. Pemeriksaan Haematologi.
f. Pemeriksaan Toksikologi. .
g. Pelayanan Lapangan.
h. Pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laboratorium
! ~ . .

Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
a. Melakukan sejumlah pemeriksaan diagnostik laboratories sesuai dengan

kemampuannya dalam pemeriksaan patologi, bakteriologi, parasitologi,
: I I

serologi, hematologi, toxicologi dan pelayanan lapangan;
b. Melaksanakan pengiriman material ke laboratorium kesehatan hewan

l "Pemerintah Type A (Balai Besar Penyidikan Penyakit Hewan) untuk
. . I

pemeriksaanlaboratoiumilebih lanjut;

7
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, ,,

c. Bertindak ,sebagai sumber penyediaan bahan-bahan pewarnaan, botol-botol
, I

pengumpul spesimen dan' sebagainya untuk Laboratorium Kesehatan Hewan

Type C diwilayah kerjanya; :
, : i

d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas Laboratorium Kesehatan,
: j : HewanType C;

, '
e. Sampel-sampelyang diperiksa berasal dari sampel aktif dan sampel pasif.

.l I I

i .

,

i I;
: . .

i,
" II :, I

, BagianKetig~
i ' Tugas dan Fungsi Labo~atoriumKesehatanMasyarakatVeteriner

Pasal5

(1) Tugas Laboratorium Kesehatal7lMasyarakatVeteriner adalah :
a. Uji fisik d~n organoleptik; : I
b. Pengujian cemaran mikroba;

, I
c. Pengujian' residu antibiotica antara :Iain golongan Penisillin, golongan

Tetrasikliry,golonganMakr9lida, golonganlAminoglikosida;
d. Pengujian residu antibacterial/ antic~ccidia/ anthelmintica. Antara lain

golongan '!Sulfa,Klopidol, tlJicarbasin;
e. Pengujian residu hormon;;,

I, I i
f. Pengujian' residu dan cemaran lainnya seperti logam berat, pestisida, toksin

termasuk !mycotoxin, bah~n pengawet da,nbahan berbahaya lainnya, termasuk
i I I .

Prion;' .
g. Uji mutu ~eamanan dan ~omersial prod~k hewan non pangan, seperti boraks

dan formaldehid; .
h. Uji mutul produk yang I berkaitan dengan penanganan, pengiriman dan

pemotongan hewan yang tidak memenuhi kaidah kesejahteraan hewan;
i. Pengujiarl Pemalsuan Da6ing (awal pel-nbusukan, uji spesies), Susu (Berat

jenis, tes ialkohoL i I

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laboratorium

KesehatanMasyarakatVeteri~er mempunyai IFungsi :
a. Melindungi dan menjamin keamanan produk hewan melalui pangan asal

I : I
hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yan 9 diproduksi maupun

yang be~edar di masyarakat melalui !pengujian dan pemeriksaan produk

hewan.

, I
; ; ;
iii:
I .

I I'
I ' t

I Ii,
: I'

I . I

i j .
• , I

! Ii

: I I
, '

,

. ,b. Menunjang kegiatan penyidikan/survellans untukmenentukan penyebab

penyakit., asal makanan. (foodborne ?iSease) dan penyakit yang dapat
ditularkan dari mikroba 'tertentu melalui makanan asal hewan (foodborne

zoonosis).

; i 8
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BABIV
PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGU~IANDI LABORATORIUM

.: I '

KESEHATAN HEWAN DA~ KESEHATANMASYARAKATVETERINER

Ii I Bagian Kesat~
Pelayanan Kesehatan, Hewan

I I
, I

i Pasal6 i
(1) Setiap Dokter! Hewan yang menyelenggarak~n pelayanan kesehatan hewan wajib

memiliki Ijin Praktek.
I (2) Persyaratan dan Tata cara pemberian Ijin Praktek sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

I I I

I ~'

i ; : I'
I

•
i ;

Bagian Kedua
Persyaratan Keamanan

Pasal 7 ;,
(1) Sebagai upaya pencegahan terhadap kontaminasi penyakit didalam ruang

Laboratorium: terhadap personal atau petugas diperlukan sarana keamanan yang

memadai meliputi :
a. Aspek Teknik Laboratoriurh
b. Aspek Keamanan Peralatan,
c. Aspek Fasilitas Bangunan I

(2) Spesimen/ma~erial yang beraj5al dari luar h~rus diterima dalam keadaan tertutup

berlabel dalam kotak spesimen

. I

i I!
; I

I ~ :
I I'

, ., '

.
i III !

• ' I
. , I

I !
I :

I, i:
I I

i ~'; ;

! i,
i II
, I

! I

I:
I Ii
: ' ,.
, .

: I

i J

I Bagian Ketiga
Pengenqalian dan Pencegahan dan Pernberantasan Penyakit Hewan

I I !

Pasal 8
I

: . I
(1) Setiap orang' wajib mencegah timbul dan menyebarnya penyakit hewan menular

yang dapat dibawa oleh hew9n. i
(2) Setiap pemilik hewan berkewajiban melakukan tindakan agar hewan yang diduga

menderita Penyakit Hewan Menular tidak m~ninggalkan tempat dan .tetap terasing

dari hewan lainnya.
! i

(3) Penyakit-penyakit pada hewan, diambil sampel dan wajib. untuk diperiksa di
laboratorium,untuk deteksi dini terhadap perwakit ternak

(4) Jenis penyakit hewan menul~r yang 'mendJpat prioritas untuk dicegah timbulnya

dan berjang~it ke manusia a~alah :
a. Anthrax;
b. Anjing gila;
c. Brucellosis;
d. Mulut dan:!Kuku;
e. Avian Influenza;,
f. Hog Cholera.

i

I : : 9

i I
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,
Apabila ditemwkan penyakit hewan menular Iselain sebagaimana dimaksud pada

: I :

ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan ketentuan Peraturan
, ; I

Perundang-Untlangan yang ber;laku. •

Pasal9

Penetapan terhadap jenis Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam
Pasal8 Ayat (5) harus berdasatkan hasil laboratorium dan diagnosa Dokter Hewan.
Hasil laboratorium dan diagnosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum
ditetapkan oleh Gubernur seg~ra dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan
tindakan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan.

. ' ,
(3) Apabila hasil laboratorium dan diagnosa Dokter Hewan tidak ditemukan adanya

;

Penyakit Hewan Menular, maka hewan yang diduga menderita Penyakit Hewan
Menular wajib dilakukan vaksinasi untuk keke~alan penyakit.

I

Pasal10

Apabila berdasarkan hasil laboratorium dan diagnosa Dokter hewan dinyatakan
ditemukan adanya Penyakit Hewan Menular, maka Gubernur berwenang mengambil
tindakan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan Penyakit Hewan Menular sesuai
hasil diagnosa laboratorium dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

Pasal11

Untuk mencegah meluasnya Penyakit Hewan Menular, dari hewan yang sakit atau
diduga sakit atau mati karena penyakit hewan menular, Dokter Hewan atau petugas

berwenang:
a. Mendesinfeksi atau memusnahkan kandang-kandang tempat hewan sakit dan

segala peralatannya serta semua benda yang pernah digunakan untuk keperluan
pemeriksaan atau bersentuhan dengan hewan tersebut;

b. Mendesinfeksi semua orang atau benda yang :
1. pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit;
2. pernah membantu mendesinfeksi kandang; dan
3. pernah membantu membunuh, mengubur atau membakar hewan yang mati

atau yang dibunuh. '
c. Mengobati hewan yang s<;lkit dan diduga sakit guna pencegahan serta

I . .

mengadakan vaksinasi hewan:bagi yang sehat;
d. semua hewan yang diduga s~kit maupun ya~g sakit wajib diadakan pengujian

oleh petugas sesuai dengan peraturan-perundang undangan;

10
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i
e. Memerintahkafl kepada pemili~, peternak atau kuasanya untuk :

1. memelihar~ kebersihan kandang dan kururgan hewan sesuai dengan petunjuk

Dokter He~an;
, : i

2. memberi tanda pengenal p~da hewan yar;tg sakit atau diduga sakit, mencatat

tiap kelahir~n, kematian, kejadian sakit dan mutasi lainnya serta melaporkannya

kepada Kepala Dinas; dan I .
I ! I

3. hewan yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari daerah, wajib dibebaskan

dari Penyajkit Hewan Menular dengan Ivaksinasi hewan, pengobatan dan

penghapusan vektor penyakit serta pengujian laboratorium kesehatan hewan.

Melakukan ti~dakan karantin~ terhadap he~an yang diduga mengidap penyakit

menular.

Bagian Keemp<ilt
. Pemberantasah

I

Pasal12 ;

Pencegahan dan pemberantasan penyakit Avian Influenza merupakan kewajiban
'I I I

Pemerintah Daerah bersama-sama masyarak'at serta institusl yang langsung atau

tidak langsung berkepentinga~ dengan kesej9hteraan dan kepentingan umum.

(2) Dalam pelaksanaan pemberantasan perwakit Avian Influenza, Gubernur

berwenang mengambil keputJsan pemusnahan unggas yang terindikasi terinfeksi

Avian Influenza berdasarkan; ketentuan PEj!raturan Perundang-Undangan yang
I I

berlaku.

(3) Pemusnahan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah

Wajib memberikan dana ganti rugi pemusnahan unggas.

(4) Dalam pengendalian penyakit Avian Influensa maka dilarang memasukkan ayam

dewasa,jenis unggas kecuali DOC,DOD dari daerah tertular .

(5) Pemasukan DOC (Day Old Chick) dan DOD (Day Old Duck) harus menyertakan

Surat Keterangan Bebas Avian Influenza dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Dinas atau Balai Besar Veteriner asal unggas.

Pasal 13

Setiap orang wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah setempat apabila terdapat :

a. adanya dugaan penyakit hewan menular di linQjkungannya; dan/atau

b. adanya kematian hewan yang diduga karena menderita penyakit hewan menular di
I I :

Iingkungannya.
I

11
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BABV
. PENGAWASAN

, Bagian Kesatu'
Pengawasan Obat Hewan

I .

Pasal14
. .

Semua jenis ~bat hewan yang beredar di Daerah adalah jenis obat yang telah

terdaftar sesu?i ketentuan Perqturan Perundarg-Undangan yang berlaku.

Pemakaian Ob:at Hewan diatur:dengan ketent~an sebagai berikut: .

a. Pemakaial1 obat keras harus dilakukan bleh Dokter Hewanatau orang lain
• I : .'

dengan petunjuk dari dan di bawah pengawasan Dokter Hewan; dan
i ) I

b. Pemakaian obat bebas terbatas atau obat bebas dilakukan oleh setiap orang

dengan mengikuti petunju* pemakaian yajng telah ditetapkan .
, . ,

Dokter hewan berkewajiban ~elakukan pemeriksaan obat hewan yang beredar di

daerah dengan Surat penugas~n dari Kepala Dinas.

T I
! Pasal 15 ~

, I i I
Setiap orang atau ~adan Usaha yang menyelenggarakan pembuatan dan/atau

~enyediaan dan/at9u peredaran Obft Hewan di Darrah, wajib memiliklIjin Usaha sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

.I "i

Pasal 16

Pemerintah Daerah berwenang i melakukan pengawasan terhadap pembuatan,

penyediaan, pered1aran dan pem~kaian Obat ~ewan di Daerah sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
; I, ~ i

i Bagian Kedua
, '

Pengawasan Lalu Lintas Hewan
I ,

i j

Pasal17 i
(1) Setiap Hewan yang masuk atau keluar Daerah wajib disertai' Surat' Keterangan

Kesehatan Hewan.

(2) Surat Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud' pada ayat (1)
, I
: !

diberikan setelah dilakukan pemeriksaan di tempat :

a. pemeriksaan setempat; dan
I

b. Dinas yang berwenang.

12
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Pasal 18

Dokter Hewan dalam melaksanakan diagnosa se~agaimana dimaksud dalam Pasal 10
I ' I

berwenang:

a. Memberikan pernyataan sehat bagi hewan yang sehat;

b. Mengambil sampel organ, feses dan darah untuk pemeriksaan laboratorium
i

c. Melakukan p~nahanan dan pengamatan terhadap hewan yang patut diduga

~engidap Penyakit Hewan Menular;

d. Memusnahkan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan

hewan karena dapat menularkan penyakitjmenyebabkan penyakit;

e. Membuat Hasil Pemeriksaan danjatau Berita Acara Pemusnahan;

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Pasal 19

(1) Dalam rangka penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

maka perlu dlzmgkat petugas pengawas kesematan masyarakat veterlner.

(2) Tugas pengawas. Kesehatan Masyarakat veteriner sebagiamana dimaksud pada

ayat (1) yaitu :melakukan pengawasan terhad~p produk asal hewan pada :

a. peternakap,

b. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH)

c. Rumah Pemotongan Unggas (RPU),

d. tempat pemerahan susu, .,
e. tempat penampungan susu

f. tempat pemrosesan produk pangan asal hewan,

g. tempat penanganan telur

h. peredarart produk hewan' di pasar (umumjtradisional dan khusus swalayan),

distributor, importir, kios, toko, lokasi penjual jajanan, hotel dan restoran.
. ' I

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengawas

, ; kesehatan masyarakat veteriner mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. memasuki lokasi yang menjadi objek pengawasan

b pengambllan contoh pro6uk hewan untuk pengujian keamanan dan mutu

produk hewan,

c. mengusulkan pencabutan izin usaha peternakan danjatau usaha produk

hewan dan NKV bagi yang melanggar aturan penyediaan pangan asal hewan

yang Aman, Sehat, Utu~ dan Halal sesuai ketentuan perundang-undangan
I

yang berlaku.

13
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I .•

Pasal 20
, , I

! 111

, ;
. I j
, I,

I I :

"

: I ,, '

I
i

. :

I ,
I

•

,
, .

i , i
Apabila dalam pengawasan keamanan dan mutu: produk asal hewan ditemukan yang
tidak sesuai persyaratan, wajib ditinaak lanjuti sesLjai ketentuan peraturan yang berlaku.

"j .

Bcigian Keempat i
I '

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU)
I I

Pasal21

(1) Rumah Pemotbngan terdiri darli :
a. Rumah Pemotongan Hewan; Rumaninsia; dfln
b. Rumah Pert,otongan ungga~. i

(2) Setiap hewan, yang akan di pptong harus se,hat dan telah dilakukan pemeriksaan
: . I

kesehatan oleh petugas yang berwenang .
(3) Usaha pemo~ongan hewan rumaninsia/ung~as untuk penyediaan daging Antar

Provinsi wajib mengurus izin usaha pemotongan hewan/unggas;
(4) Untuk dapat menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal maka proses

produksi daging di RPH harus memenu hi persyaratan teknis baik fisik bangunan
dan peralatan sumberdaya ma'nusia serta prosedur teknis pelaksanaannya;

(5) Persyaratan dan tata cara pendirian Rumah, Pemotongan Hewan Rumaninsia dan
Rumah Pemotongan Unggas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur berdasarkan ketentuan
Peraturan Pertmdang-Undangim yang berlaku.

Pasal 22
, , I

(1) Setiap orang 'atau Badan Usaha yang mengusahakan Rumah Pemotongan Hewan
RumaninsiajlJ,nggas wajib mel)lliliki Ijin Usah~;

(2) Pemerintah Daerah dapat mendirikan, menyelenggarakan serta mengelola Rumah
Pemotongan Hewan Rumaninsia/Unggas.

(3) Ketentuan Persyaratan dan tata cara pendirian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)~dilaksanakan sesuai ketentuan iperaturan perundang-undangan.

Pasal 23

J,
. f

I , '

I r I :

I I : " I
(1) Pelaksanaan I Pemotongan Hewan untuk 'usaha harus dikerjakan di Rumah

Pemotongan Hewan di bawahj pengawasan P~tugas dengan syarat-syarat :
a. Hewan harus diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan;
b. Telah diliakukan pemeriksaan Ante M~rtem oleh Dokter Hewan danjatau

Petugas paling lama 24 jam sebelum pe:nyembelihan, apabila sudah lebih dari
. I I

24 jam p~rlu dilakukan pemeriksaan ularlg;
c. Bukti Surat Pemilikan Hevyan yang dikelu~rkan Pemerintah setempat;

I I :
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•

I
d. Hewan tidak dalam keadaan bunting dan/atau sudah tidak produktif;

e. Penyembelihan dilakukan :oleh Juru sembelih dan menurut tatacara Agama

Islam sesuai dengan fatwa Majelis Ulama .Indonesia.

(2) Pelaksanaan ~emotongan unggas wajib dila~ukan di Rumah Pemotongan Unggas

di bawah pengawasan petugas, dengan syarat-syarat :
1 I

a. Surat Keterangan Asal Unggas dan Surat Keterangan Kesehatan Unggas;
I

b. Telah dila~ukan pemeriksaan Ante MortentJoleh Petugas;

c. Penyemb~lihan dilakukan oleh Juru sembelih yang beragama Islam dan

menurut tatacara Agama I~lam sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
, .

(3) Pemotongan Hewan secara dqrurat kecuali Unggas hanya dapat dilakukan dalam
: ,

hal hewan yang bersangkutan::

a. Menderita; kecelakaan yang membahayak(iln jiwanya;
! r '

b. Berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit;

c. Membahayakan keselamatan manusia da~ atau barang.

(4) Pelaksanaan Pemotongan Hewan darurat harus dilakukan di Rumah Pemotongan

Hewan dengan persyaratan: sama dengan persyaratan Pemotongan Hewan

sebagaimana pimaksud ayat (1) huruf c huruf; d, dan huruf e.

(5) Pelaksanaan.~ Pemotongan hewan darurat: dapat dilakukan di luar Rumah

Pemotongan ~ew~n, apabila ~ewan tersebuti jauh dari lokasi Rumah Pemotongan

Hewan dan setelah penyembelihan hewan' harus segera di bawa ke Rumah

Pemotongan Hewan untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan Post

Mortem.

Pasal 24

Pelaksanaan Pemotongan Hewan unt~k keperluan agama atau adat dapat dilakukan di

luar Rumah Pemotongan Hewan di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas .

Bagian Kelima

Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem

Pasal 25

Pemeriksaan Ante I Mortem dan Post Mortem dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 26

Apabila hasil pemeriksaan Post Mortem ditemukan kelainan, maka dokter hewan

dan/atau petugas' dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang- Undan~an yang berlaku.

15
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Pasal 27

(1) Hasil keputusal'1 pemeriksaan Post Mortem oleh dokter hewan dan/atau petugas
, '

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dinya~akan dengan cara :

a. Memberi stempel pada daging sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dengan

menggunqkan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia; dan
. ; i

b. Memberi label pada kemasan daging unggas dan/atau bagian-bagian daging

unggas yang bersangkutan.
(2) Bentuk, ukuran, warna tanda/stempel dan: tanda/label sebagaimana dimaksud

pada ayat (lj ditetapkan sesuai ketentuan iperaturn Perundang-Undangan yang

berlaku.
, '

I I I

(3) Dilarang mengeluarkan daging' dan bagian-ba'gian lainnya dari Rumah Pemotongan

Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas sebelum diperiksa dan dibubuhi stempel
. ,

atau label.

Pasal 28

Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, sebelum diedarkan
, , '

harus dilayukan p,aling sedikit 8 )am dengan fara menggantung di dalam ruang

pelayuan yang sejLik, cukup ventilasi, terpelihara baik dan hygienis pada rumah potong

hewan.

Pasal 29

Daging yang dibawa keluar dari Rumah Pemotongan Hewan atau Rumah Pemotongan

Unggas, harus diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging sesuai ketentuan

Peraturn Perundang-Undangan yang berlaku.
I

, Bagian Keenam
Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Daging

Pasal30 :

(1) Daging yang berasal dari luar Daerah harus dilengkapi Surat Keterangan

Kesehatan dan Asal Daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh Dokter

hewan dan/atau Petuga~.
(2) Pemeriksaan dilakukan di tempat yang ditetapkan.
(3) Tata cara pemeriksaan ulang sebagai~ana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan Peraturn Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Peredaran daging yang dibawa keluar Daerah harus dilengkapi dengan Surat

Keterangan Kesehatan dan Asal Daging.

(2) Surat Ketera~gan Kesehatan dan Asal Daging sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
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Pasal 35

: ; I .

I .. ,

i .
. I

.:,

i ' I

Ii ,I, !
, I '

I '
I : J '

i ' I ;
!

(3) Surat Keterangan Kesehatan d,an Asal Daging diberikan dengan ketentuan pemilik
daging harus r:nemiliki Surat Ijin Usaha Pemo~ongan HewanjUnggas atau Surat Ijin

. I

Menjual Daging. I

Pasal32

Daging hewan ruminansia dan unggas yang diperdagangkan, dilarang ditambah bahan
!

atau zat yang dapat berpengaruh terhadap kualitas: daging.
i

Pasal 33 ;

i
Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging dan

I

Pasar Swalayan harus ditempatkan dalam Kotak pamer berpendingin dengan suhu
yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging dan wajib dilengkapi dengan

I I

lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.
Toko daging : dan pasar sWplayan yang ';TIenjual daging bekusebagaimana

, I, .
dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal
daging beku d,imaksud.

Pasal 36
, ; 1

Dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya
yang berasal dari : ,
a. daging illegal;
b. daging gelonggongan;
c. daging oplosan; dan

: i I
d. daging yang tidak memenu hi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

BAB VL
KESELAMATANKERJA

I
I

Pasal 3~

(1) Dalam melaksanakan pemerik!saan, penyidikan dan pengujian pada laboratorium
I , !

veteriner, petugas laboratorium wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan
keselamatan ~erja sebagai berikut :

17



! I

1 I' ,
1 i

I

: I ', ,
I

I

i
a. Mencegahkontaminasi kultur
b. melindungi penguji dari Ibahaya infeksi patogen seperti: Non Patogen vs

Patogen; Spektrum Virulens vs Status Imun; Saprofit, Parasit dan Patogen;
! ! I

Oosis, Rute Infeksi '
c. melindungi penguji dari; tertularnya virus yang termasuk dalam penyakit

I I

zoonosis' ,
d. melindun~i dari bahaya b~han kimia berabun

(2) Prinsip dasar
l

dan .tata tertib kerja di laboratorium diatur sesuai ketentuan
. I I

perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap petug~s laboratorium dan petugas I~pangan wajib mendapatkan jaminan

perlindungan keselamatan kerja dalam bentuk asuransi jiwa.
I : i

BABVII
KETENTUANPIOANA

Pasal38

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pasal 21
ayat (1), Pasal'22 ayat (1), Pasal27 ayat (3), pasal 32 dan Pasal36 diancam pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000

(lima puluh jut~ rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

. ! ;

Pasal39 .
i

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diancam pidana sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan.
, i

BABVIII
PENYIOIKAN

Pasal40 1

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan Pemerintah Oaerah diberi

wewenang khusus sebagai pen\tidik untuk m~lakukan penyidikan atas pelanggaran

Peraturan Oaerah.
! I ! .

I, (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pa'daayat (1) adalah :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari :seseorang mengenai adanya tindak

pidana atas pelanggaran peraturan daerah.
I '

b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaanditempat kejadian;

, ! I ' c.' Menyuruh b~rhenti seseoran~ dan memerikpa tanda pengenal diri tersangka.
d. Melakukan penyitaan benda atau surat; i

I ,

I
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e. Mengambil s,dik jari dan men)otret seseorang;
I '

f. Memanggil orang untuk dide~gar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangklm orang ahli!. yang diperl~kan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan! perkara; I i

h. Mengadakan' penghentian penyidikan setelah mendapat mendapat petunjuk dari
. .

penyidik bahwa tidak terdap~t cukup atau Iperistiwa tersebut bukan merupakan
. I .

tindak pida~a dan selanjut~ya melalui peryidik memberitahukan hal tersebut

kepada penJntut umum, ters6ngka atau kel~arganya; danjatau .

i. Mengadaka", tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
, r I, I I

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
. 1 1

penyidikan dan imenyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui

penyidik Pejab~t Polisi Negara ~epublik Indoryesia, sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Uhdang-Undang Hukum Acara Pid~na yang berlaku.
! j

!
BABIX

KETENTUAN PENtiTUP
I

Pasal41 !
I I

I !
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

. ,

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Go
pada tanggal

~UBERNURGO

I

Diundan,gkan d,iGo'rontalo
Pada tanggal G A:nril 2013
SEKRETA&;H OVINSIGORONTALO,

Pof.Dr.Ir.Hj.W ARNI MONOARFA, MS
PEMBINA UTAMA

NIP. 19621121198503 2001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR .G2.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 2TAHl)N 20 i3

TENTANG

PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
, DAN KESEHATAN MASYARAKATVETERINER

PADA DINAS PERKEBUNAN,DAN PETERNAKANPROVINSI GORONTALO
I I i

I. UMUM I

I! .

Fungsi Kesehatan Hewan sebagai salah satu bagian dari pembangunan sektor

pertanian melalui subsektor peterhakan, dalam: pelayanan kesehatan hewan harus

memberikan pelayanan yang kesehatan hewan yang bermutu melalui sarana

laboratorium kes~hatan hewan iyang mempuhyai standar nasional. Pelayanan

Laboratorium sangqt ditentukan ole~ kualitas dan kecepatan pelayanan yang diberikan.
I ; ,

Rancangan I Peraturan Derah tentang Pe'manfaatan Laboratorium Kesehatan

Hewan dan Kesehcptan Masyarakat Veteriner mengikuti gerak perubahan masyarakat
I I

dan perkembangan i1mu dan teknologi maka pelayanan laboratorium kesehatan hewan

harus lebih berkualitas kedalam bentuk standar prosedur kerja, peralatan, mekanisme

kerja dan standar minimal sumber daya manusia.

Laboratorium juga diharapkan mampu :memberikan perlindungan kepada

masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan yang dapat menimbulkan

kerugian terhadap hewan dan manusia.

Upaya yang telah ditempuh. untuk mendukung terjaminnya keamanan pangan,

kehalalan produk hewan dengan peningkatan hygiene dan sanitasi adalah bagian peran

laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dalam pengujian keamanan, kesehatan,

keutuhan dan kehalalan pada produk hewan terhadap residu, cemaran mikroba, dan

lain-lain.

Rancangan Peraturan Derah tentang Pemanfaatan Laboratorium Kesehatan

Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mengedepankan pelayanan prima,

pemeriksaan sampel dengan cepat dan mudah serta hasil laboratorium yang akurat

sesuai harapan stakeholder.

Rancangan Peraturan, Derah tenta~g Pemanfaatan Laboratorium Kesehatan

Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkewajiban memberikan pelayanan

pemeliharaan kesehatan hewan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian

dalam berbagai wujud antara lain pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan,

pemeriksaan kesehatan hewan,pengobatan, karantina dan pemberian izin usaha

pehewananj peternakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemakmuran

serta kesejateraan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan.

I
I
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Huruf b

I I

I Huruf cf,
Huruf d

Huruf e

•

Rancangan Peraturan Derah tentang Peplanfaatan Laboratorium Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, disamping diatur hak dan kewajiban juga
ditentukan secara jelas kewenang~n dan tanggurg jawab penyelenggara baik Medik
Veteriner maupul') Paramedik Veteriner serta semua yang terlibat dalam
penyelenggaraan pemeliharaan,lah,j Iintas hewaQ, pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, ob,at hewan, pengujian keamanan dan
mutu produk hewan, rumah pemotongan hewan, usaha pemotongan hewan,
pemotongan hewan dan unggas, pemeriksaanante mortem dan post mortem peredaran
daging, penanganan, peredaran dari pemeriksaanulang daging.

II. PASALDEMI PA$AL

Pasal1
Cukup jelas

Pasal2
Cukupjelas

Pasal3
Cukupjelas

Pasal4
Huruf a Yang dimaksud I dengan Pemeriksaan Patologi adalah Melakukan

pemeriksaan post mortem terhadap bangkai hewan yang mati,
pemeriksaan gross patologi terhadap jaringan dan organ yang mati
dan mengumpulkan serta ,mengawetkan jaringan dan organ
(pindahkan dipenjelasan).
Yang yang dimaksud deng~n Pemeriksaan Bakteriologi adalah
Melakukan pemeriksaan mikroskopis terhadap preparat ulas darah
dan preparat; sentuh yang! di warnai dengan giemza untuk
diagnosfl bacill anthracis dan pasteurella multocida, pemeriksaan

I mikroskopis terhadap prepar9t ulas cairan, dan identifikasi bakteri.
Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Parasitologi adalah
Melakukan pemeriksaan terhadap preparat ulas darah dengan
giemza, perhitungan telur cacing, uji sedimentasi dan identifikasi
internal dan eksternal parasit umum
Yang dimaksud dengan PemeriksaanSerologi adalah Melakukan uji
RoseBengalTest untuk diagnosa brucellosis.
Yang dimaksud dengan 'Pemeriksaan Haematologi adalah
Melakukan uji hematokrit (packet cell volume) dan penghitungan
differensiasi sel-sel darah.

Huruf f .Yang dimaksud dengan PemeriksaanToksikologi adalah Melakukan
uji kualitatif terhadap tumbuhan dan instrumen terhadap
kemungkinan keracunan nitr9t dan cyanida.

Huruf 9 Yang dimaksud dengan Pelayanan Lapangan adalah Melakukan
kegiatan lapangan dengan jadual yang teratur yang bertujuan
untuk menil1lgkatkan penerimaan jumlah spesimen oleh
Laboratorium Kesehatan Hewan dan memonitor masalah-masalah
penyakit pada.ternak.
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Iii,
, 'I •

Yang dimaksup dengan Pel~poran adalah Kewajiban melakukan
pelaporan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan penyakit.

Huruf h

I
I,

, '

,
i " Pasal5
t ' I ! : Ayat (1)

Huruf:a
Y~ng dimaksud qengan Uji fisik dan organoleptik yaitu mengenai
wi;lrna, bau dan rasa yang berhubungan dengan hewan, produk hewan
baik langsung ma~pun tidak langsun'g yang mempengaruhi kesehatan
manusia dan urus~n penyakit-penyakit hewan.

. I I

Hurufib I :

Yang dimaksud dengan Pengujian cemaran mikroba adalah kegiatan
yang meliputi Total Plate COU(lt (TPC), Escherichia coli (EColi),
Coliform, Stapylococcus sp, Salmonella spp, Camphylobacter spp, dan
Lysteria monocygenes (dijelaskan dalam penjelasan pasalj,

I :

I ' I '
{ I I'

I : ! '

i ; ,
I I '

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud Prion adalah bagian kecil dari protein yang dapat

I . menyebabakan infeksi. !

Huruf 9
: ' Cukup j~las

Huruf h
Cukup j~las

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup j~las

I ' ,
I'

I

ill:. ,

! ~ "
! _ 11 j

t
I

! ! 'I i !! \ I

, . ,
I ' ,

I :

I
-,
! : ;

I 'I', .

! ,, r ,
, I- , ,

* '

Pasal 7
Ayat (1)

Huruf a ,
Yang dimaksud Clengan Aspek 1reknik Laboratorium adalah Personal
yang bekerja di, laboratorium harus mempunyai pendidikan khusus
~an pelatihan Sumber Daya: Manusia (SDM) dalam menangani
material dan sampel yang diperiksa;
. I IHuruf! b I

Yang dimaks~d dengan Aspek Keamanan Peralatan adalah
; Peralatan hards memenuhi $tandar pemeriksaan, personal wajib

menggunakan ;sepatu, sarung tangan, jas lab, masker dalam
i melakukan pe~eriksaan samp~l;

Huruf c ' '
( . I 1

! Yang dimaksud dengan Aspek Fasilitas Bangunan adalah Bangunan
laboratorium ~harus mence:rminkan tingkat keamanan yang

: mencegah penl1:emarandan kontaminasi

~ IIf: ' .
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\ I

Ayat (2) i
I

Cukup jelas

i , ;!. Pasal8
I Cukup jelas;

I I : i : Pasal 9
. Cukup jelas ,
i; , Pasall0
i ' Cukup jelas

: i; Pasalll
I j , :

: : I ' Cukup jelas

I' I; Pasal 12 ;
. I

Cukup jelas
I : i Pasal 13 ;
, ,I . I
, : I ! ' Cukup jelas '.
Ii: ' , Pasal 14 .
: I' . Cukup jelas

Pasal 15 i
Cukup jelas .

,Pasal16 I
Cukup jelas I

Pasal 17 i
Cukup jelas I

Pasal 18
Cukup jelas '

Pasal 19
Cukup jelas i

Pasal 20
Cukup jelas '

Pasal21
Cukup jelas •

Pasal 22
Cukup jelas ,

I

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal25
Cukup jelas ,

Pasal26 ' i
Cukup jelas '

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

PasaJ29
Cukup jelas

, I.
I
I

i:
I

: i
~ ' I :
. I

I i,

:
I

I
I

"
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•Pasal 30
Cukup jelas ;

I
Pasal31 I

Cukup jelas :
Pasal32 !

Cukup jelas ,,
Pasal33 1

Cukup jelas
':: Pasal34

Cukup jelas
, 'Pasal 35

'I' i.. I ' " Cukup jelas i '

r '. Pasal36 I i
Huruf a, i I

yang dimaksLJd dengan dagimg illegal adala:h daging yang di impor tanpa surat
dokumen yaf)g sah.
huruf b! ,
Yang dimaksud dengan daging gelonggoJ;lgan adalah daging yang sebelum
disembelih dimasukkan air t~rlebih dahulu iuntuk menambah berat badan sapi
sewaktu dijual.
Huruf c 'j
Yang dimaksud dengan daging oplosan adalah daging sapi yang dicampur
dengan dagi~g lain yang tida~ layak dikonsup,si
Huruf d '
Yang dimak1ud dengan daglng yang tidaki memenuhi syarat-syarat kesehatan
dan tidaklayak dikonsumsi adalah daging yang sudah terkontaminasi dan
berubahwar~a. I

;

I ; ; ~
,

t i! '
, I I "
~ I, r

: 1, '

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas i

Pasal39
Cukup jelas ,

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR..02
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